PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 900/3/11/2011 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang : a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: 1.

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Penyesuaian  Infrastruktur  Daerah  Tahun
Anggaran 2011 di Provinsi Papua Barat maka
demi tertib, lancar dan berhasilnya pelaksanaan
pemanfaatan alokasi dana tersebut, sehingga
tepat sasaran, berhasilguna dan berdaya guna
maka perlu diatur lebih lanjut oleh Gubernur
Papua Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf
a, perlu menatapkan Peraturan Gubernur Papua
Barat tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Penyesuaian  Infrastruktur  Daerah  Tahun
Anggaran 2011 di Provinsi Papua Barat;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provinsi Iriann Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan
Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan




Lembaran Negara Repubilk Indopesia
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 45 Tahun 1989 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,
Provingi Irian Jaya Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun, 2000
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Reépublik
Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);,

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara




10.

Republik: Indonesia Tahun 2004 Nomor §3,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonegia Nomor 4389);

Undang-undang Nomar 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Negara Republik
Indonegia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noamor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
indonegia Tahun. 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Angaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesgia Namor 5167);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);




11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah  Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5107);

13.Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun
2010;

14.Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum
dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur
Daerah Tahun Anggaran 2011;

15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2009 tentang QOrganisasij
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 34);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ' PAPUA BARAT
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
Provingi Papua Barat sebesar Rp. 24.750.000.000,00 (Dua
Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
pembangunan prasarana jalan dan jembatan.

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai beriku :

» Prasarana jalan dan Jembatan
= Pembangunan Jalan Arfu — Saukorem dengan target 10 Km,
lokasi  Kabupaten  Manokwari, Pagu dana Rp.
15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah).

= Pembangunan Jembatan Arfu, Cs dengan target 1 paket lokasi
Kabupaten Manokwari, Pagu dana (9.750.000.000,00
(Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 3

Proses Pencairan Dana Penyesuaian Infrasrtuktur Daerah Tahun
Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahap Pertama sebesar 30% (tiga puluh persen)

b. Tahap Kedua sebesar 45% (empat puluh lima persen)

c. Tahap Ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 4
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat sebagai
pelaksana teknis kegiatan bertanggungjawab mengelola Dana yang
telah dialokasikan sesuai perumtukannya dan membuat laporan
pertanggungjawaban secara transparan, akuntabel dan tepat waktu
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,




Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Papua Barat.

- Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 9 Maret 2011
GUBERNUR PAPUA BARAT;
CAPITTD
ARBAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal © Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD
MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 156

Untuk salinan yang sah gesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO




